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QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA

Menimbang 7a.

TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)
huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menyempurnakan
Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun
Anggaran 2019, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 903/1366/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie
Jaya Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pidie Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun
Kabupaten Pidie Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan

Je

Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019;Je

Mengingat.
vr



Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang.



10.

Ll.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4683);
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _~ tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

|

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

14. Peraturan jf.



14.

1d.

16.

17.

18.

19,

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028};
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

oN

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272 );

21. Peraturan.



21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

26. Peraturan..



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun
2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie
Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008
Nomor 4);
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie
Jaya Nomor 4);

Dengan.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan
BUPATI PIDIE JAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
Rp. 988.000.081.081,-2. Belanja Daerah Rp. 986.000.081.081,-

Surplus /(Defisit) Rp. 2.000.000.000,-

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan

Rp. Q,-b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,-
Pembiayaan Netto (Rp._2.000,900.000,-)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 69.166.875.455,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 624.155.758.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 294.677 .447.626,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pendapatan :

‘a. Pajak Daerah sejumlah Rp 6.480.000.000,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 41.637.146.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp2.790.000.000,-

d. Zakat. /



d. Zakat dan Infak sejumlah Rp 3.000.000.000,-
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp

15,.259.728.955,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:
a. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 455.544.911.000,-
b. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 168.610.847.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
, a. Hibah sejumlah Rp 13.997.800.000,-
b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp 16.899.038.644,-
d. Dana Penyesuaian sejumlah Rp 176.461.115.000,-
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya Rp 87.319.493.982

ID

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 531.473,228.887,-
b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp 454.526.852.194,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 315.998.755.137,-

Belanja Bunga sejumlah Rp 0,-
Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,-

a
O
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Belanja Hibah sejumlah Rp 4.398.900.000,-
Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 6.537.500.000,-
Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 0,-
Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 202.538.073.750,-

. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,-iT
ga

m
m

o

(3). Belanja.



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 24.501.256.700,-
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 250.064.542.252,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp 179,.961.053.242,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: |

a. Penerimaan sejumlah Rp 0,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp 2.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenispembiayaan :

a.

2
9
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Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
sejumlah Rp 0O,-

Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp O,-Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,-
Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp O,-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Rp. 0,-

g.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenispembiayaan :

a.

b.

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp2.000.000.000,-
Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,-

Pasal 5.



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- 1. Lampiran |

2. Lampiran II

3. Lampiran II]

4. Lampiran IV

>. Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

10.Lampiran X

11.Lampiran XI

12.Lampiran XII

Ringkasan APBK;
Ringkasan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi SKPD;
Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi SKPD, program, dan kegiatan;

|

Rekapitulasi belanja daerah vntuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;Daftar Piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetapdaerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-
lain;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yangbelum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran inl;
Daftar dana cadangan daerah; dan

13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7.4!B



Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 21 Desember 2018 M

14 RabiulAkhir 1440H

PA I PIDIE J >

NOON ‘
ya G

-ATIYUB ABBAS

¢

£

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 21 Desember 2018M

14 Rabiul Akhir 1440H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,yd

Alias ~

ABD, RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 8Nomor Register Qanun. Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh : (8/141/2018)Jice



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR @! TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 23

TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 20.B/LHP/XVIII.
BAC/06/2018, tanggal 4 Juni 2018 terkait pengelolaan

piutang pajak dan piutang retribusi belum memadai dan

pengelolaan persediaan belum memadai, maka perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan terkait

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang.f

Ji
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 7 ‘Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4683);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ji

Indonesia Nomor 5243);

10. Undang.

2



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4090);

16. Peraturan.
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16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan
Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1752);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05 Tahun

2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berbasis Akrual Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi

(Revisi 2016) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2143);

24. Qanun..
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Menetapkan

24.

29.

26.

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie

Jaya Tahun 2008 Nomor 2);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pidie Jaya (Lkembaran Daerah Kabupaten Pidie

Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun
2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor

32 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
(Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor

32).

Ji

Ji

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015Ji
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya NomorJi
32 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie
Jaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017
Nomor 32) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

Peraturan Bupati ini.

Pasal II...
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Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017

Nomor 32) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 8 Agustus 2018M
26 Dzulgqaidah 1439 H

BUPATMKPIDIE JAY

|
/
| pra’

UB ABBAS

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 8 Agustus 2018 M

26 Dzulqaidah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

7 Mette.

Joo. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 27
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